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WALI KOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  

NOMOR 91 TAHUN 2022 

TENTANG  

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 77 TAHUN 2022 

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat dari Sekretariat 

Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Nomor 

903/6849.36/101.1/2022 tentang Pagu Definitif Belanja 

Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada 

Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 

tanggal 31 Oktober 2022, maka perlu melakukan penyesuaian 

terhadap Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;              

                    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2022 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Wali Kota; 

 

Mengingat : 1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 

18 ayat (6); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12); 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

20. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 202l tentang Petunjuk 

Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi 

Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1501); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan 

Anak Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan 

Perlindungan Perempuan Dan Anak Tahun Anggaran 2022 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1500); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan   Anggaran   Pendapatan   

dan   Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 
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24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 

tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402); 

25. Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus 

Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1032); 

26. Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan 

Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513); 

27. Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Untuk Penanganan 

Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 837); 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 

tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja 

Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 Dan Penggunaan Sisa Dana 

Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif 

Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, Dan Sisa Dana 

Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 949); 

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik 

Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 170); 

30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik 

Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157); 

31. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi 

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi 

Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 113); 

32. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7); 
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33. Peraturan Daerah  Kota  Probolinggo  Nomor  1  Tahun  2019 

tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38); 

34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2020 

tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah 

Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2020-2021 (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 53); 

35. Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 7); 

36. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2022 Nomor 3); 

37. Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 

2022 Nomor 6); 

38. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pada Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2021 Nomor 21); 

39. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 148 Tahun 2021 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 

2021 Nomor 148) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 46 

Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali 

Kota Nomor 148 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 46); 

40. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 77 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2022 Nomor 77) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 81 Tahun 2022 

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 

2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2022 Nomor 81); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 77 TAHUN 2022 TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 77 

Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 77) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 81 Tahun 

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2022 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 81), diubah sebagaimana 

dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

Ditetapkan di Probolinggo 

pada tanggal 16 Desember 2022 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

HADI ZAINAL ABIDIN 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal 16 Desember 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NINIK IRA WIBAWATI 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 91 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH 

NIP. 19780608 200903 1 004 


